SALINANW

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sesuai dengan
ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat substansi
pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 yang perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on



Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna
Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition
of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina
mengenai Hubungan Konsuler Beserta  Protokol
Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
(Vienna Convention on Consular Relations and Optional
Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations
Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3211);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat
(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25
(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum
dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik

di internal Partai Politik, dengan metode:



(3)

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta
Pemilu dan nomor urutnya; dan

b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan
secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan
dilaksanakan.

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang

mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus

atau karakteristik Partai Politik dengan

menggunakan metode:

a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada
umum;

b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat
umum; atau

c. media sosial,

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai

Politik di luar masa Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang

memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus

atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak,

media elektronik, dan media dalam jaringan yang

memuat tanda gambar dan nomor urut Partai

Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye

selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum

dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (2).

Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 32 diubah,

sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat
Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf d.
Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:



a. baliho, billboard, atau videotron,

b. spanduk; dan/atau

c. umbul-umbul.

Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter)
x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron,
paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m
(delapan meter);

b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu
koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan

c. umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m
(satu koma lima belas meter) x 5 m (lima
meter).

Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mengutamakan penggunaan bahan yang dapat

didaur ulang.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf k dihapus, sehingga

Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 69

Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu

dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara  Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang

lain;



hl.

k.

menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat;

mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Peserta Pemilu;

menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;

menggunakan fasilitas gedung perwakilan
pemerintah di luar negeri;

membawa atau menggunakan tanda gambar
dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau  atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan;

menjanjikan atau memberikan wuang atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan

dihapus.

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan

Kampanye, dilarang melibatkan:

a.

ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung
pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung,
dan hakim konstitusi pada Mahkamah
Konstitusi;

ketua, wakil ketua, dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan;

gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi
gubernur Bank Indonesia;

direksi, komisaris, dewan pengawas, dan
karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah;

pejabat negara bukan anggota Partai Politik
yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga

nonstruktural;



f.  Aparatur Sipil Negara;

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. kepala desa;

i.  perangkat desa;

j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki
hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim
Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h
dan huruf hl, dan ayat (2) merupakan tindak pidana

Pemilu.

4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74

Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan
Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif,
berupa:

peringatan tertulis;

penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye

atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media

elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan

lembaga penyiaran.

Pasal II
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1312

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



